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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan 

bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 

nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Landasan filosofis lahirnya Undang-

undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak asal 
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usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat dan 

berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD 1945.
1
 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan 

Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum 

perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih 

kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti 

desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, 

dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya 

dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.  

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah 

istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu 

akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, 

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan 

hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik 

dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang 

bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya 

pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara 

kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan 

                                                           
1 Atmadja, Arifin P. Soeria, 2013, Keuangan Publik dalam Perpektif Hukum, Teori, Praktik 

dan Kritik, Edisi Keiga, Rajawali Pers, Jakarta. 
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masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak 

tradisionalnya.
2
 

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya 

mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan 

tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undangundang”. Hal 

itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan 

dalam sistem pemerintahan Indonesia. Melalui perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan 

masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) 

yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat 

hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Dalam sejarah pengaturan Desa, 

telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk 

                                                           
2
 Busrizalti, H.M, 2013, Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya, Total media, 

Yogyakarta. 
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Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang PokokPokok 

Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 

Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai 

Desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan 

masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh 

tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan 

pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat 

hukum adat. 

Secara yuridis, UU No. 6/2014 lahir berdasarkan amanah Pasal 18B ayat 

(2) UUD 1945, yang menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati 

kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. 

Salah satu subtansi yang diatur dalam UU No. 6/2014 adalah mengenai 

keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 UU No. 6/2014 memberikan definisi keuangan 

Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala 

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
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kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang 

menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.
3
 

Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedang-

kan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu 

sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang 

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan  kondisi sosial budaya setempat. 

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

antara lain pengaturan kehidupan inasyarakat sesuai dengan kewenangan desa 

seperti, pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, 

pembentukan Badan Usaha Milik Desa, dan kerja sama antar desa, urusan 

pembangunan, antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana 

prasarana fasilitas umum desa seperti, jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 

pasar desa, dan  urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat 

melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti, bidang 

kesehatan, pendidikan serta adat istiadat. 

Berdasarkan Pasal 211 UU No. 32 Tahun 2004 dan  Pasal 89 ayat (1) PP 

No. 72 Tahun 2005, di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan, yang 

diatur lebih lanjut dengan Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Penataan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut 

dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan 

                                                           
3
 Manan, Bagir, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum, Yogyakarta. 
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masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat 

danlatau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui 

musyawarah dan  mufakat. 

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dalam Per-

aturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 

berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan 

oleh masyarakat, maksud dan  tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang 

tindih dengan lembaga yang sudah ada. 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan Desa mempunyai 

sumber pendapatan Desa yang terdiri atas:  

1)  Pendapatan asli Desa;  

2) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;  

3) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima 

Kabupaten/Kota;  

4) Alokasi anggaran dari APBN;  

5) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupeten/Kota;  

6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. 

Kewenangan pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa 

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, yang menyebutkan 
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“Kepala Desa berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset 

Desa”. 

Adanya UU No. 6/2014 yang memberikan kewenangan dibidang 

pengelolaan keuangan bagi Desa disatu sisi layak disyukuri sebagai sarana untuk 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Desa, akan tetapi disisi lain akan 

berdampak kepada implikasi yuridis terkait pengelolaan keuangan Desa itu 

sendiri.  

Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa profil Desa di seluruh Indonesia 

yang beragam bentuknya, apalagi pengertian desa dalam UU Nomor 6 Tahun 

2014 menyamakan antara desa (definitif) dan desa adat, yang tentu saja 

kemampuan aparatur Pemerintahan Desa tersebut berbeda tingkatannya dalam 

pengelolaan keuangan Desa. Berdasarlcan prinsip desentralisasi dan  otonomi 

daerah, Desa atau yang disebut dengan nama lain diberi kewenangan untuk 

mengatur dan  mengur
-
us kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 

dan  adat istiadat setempat yang diakui dan  dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pengaturan kepentingan 

masyarakat, maka guna meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, 

pelaksanaan pembangunan dan  pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 

perkembangan dan tuntutan reformasi serta dalam rangka mengimplementasikan 

pelaksanaan UU No. 32 Th. 2004, ditetaplcanlah Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 tentang Desa. 
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Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 

Desa, dengan demikian maka Peraturan Desa harus merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak boleh 

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi, serta harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 

desa setempat, dalam upaya mencapai tujuan pemerintahan, pembangunan dan 

pelayanan masyarakat jangka panjang, menengah dan jangka pendek. 

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik (Pasal 2 Permendagri Nomor 29 Tahun 2006), 

meliputi: 

1. kejelasan tujuan; 

2. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 

3. kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

4. dapat dilaksanakan; 

5. kedayagunaan dan  kehasilgunaan; 

6. kejelasan rumusan, dan   

7. keterbukaan. 

Konsekwensi bagi aparatur Pemeritahan Desa termasuk Kepala Desa dan 

perangkat Desa lainnya adalah diwajibkan untuk melaksanakan pengelolaan 

keuangan desa secara rigid mengikuti Peraturan Perundang-Undangan yang 

mengatur pengelolaan keuangan. Apabila Pemerintahan Desa tidak mengikuti 

Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka akan menimbulkan sejumlah 

implikasi yuridis bagi mereka. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka saya akan membahas tentang 

“Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 

2015 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  di Kabupaten 

Sleman”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

Tahun 2015 Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di 

Kabupaten Sleman? 

2. Faktor apakah yang menjadi penghambat terlaksananya Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015 Berdasarkan  

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di kabupaten Sleman? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam menangani keuangan di 

Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini memberikan sumbangsih ilmu Pengetahuan dibidang Hukum 

Administrasi Negara terkait dengan Keuangan Desa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat praktis tentang Konsep Keuangan 

sebagai pedoman bagi masyarakat Kabupaten Sleman dan Kantor 

Kelurahan Kabupaten Sleman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


